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ABSTRAK  

 

Sandra Hastuti Eka Rizali (2025): Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu 

Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota 

Pekanbaru 

Pe lne llitian ini untuk me lnge ltahui pe lncelgahan Monely Politic dan faktor-

faktor yang melnjadi pe lnghambat Bawaslu Kota Pelkanbaru dalam melnce lgah 

Monely Politic pada Pelmilu Tahun 2024. Tujuan ini dilatar bellakangi fakta 

telrjadinya Monely Politic dalam prose ls Pelmilu yang belrtelntangan delngan Pasal 4 

huruf (b) Pelraturan Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.  

Je lnis pelne llitian ini adalah pelne llitian hukum sosiologis (e lmpiris) yang 

be lrlokasi di Kantor Bawaslu Kota Pe lkanbaru yang belralamat di Jalan Puyuh No. 

02 Ke ll. Kampung Mellayu, Ke lc. Sukajadi, Pelkanbaru. Pada pe lne llitian ini yang 

melnjadi subjelk yaitu Keltua dan anggota Bawaslu Kota Pe lkanbaru. Yang melnjadi 

objelk pada pe lne llitian ini adalah Pe lnce lgahan Mone ly Politic Olelh Bawaslu. 

Sumbe lr data yang digunakan yaitu sumbelr data primelr Ke ltua Bawaslu Kota 

Pe lkanbaru be lselrta Anggota Bawaslu Kota Pe lkanbaru dan sumbelr data se lkundelr 

yaitu belrupa artikell, jurnal selrta situ di intelrne lt yang belrkaitan delngan pe lne llitian 

ini. Se ldangkan te lknik pe lngumpulan data yang digunakan adalah de lskriptif 

kualitatif yaitu delngan data obselrvasi, wawancara, dokumelntasi dan analisis data. 

Hasil pelne llitian melnunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pelkanbaru te llah 

mellaksanakan pe lncelgahan be lrdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Me lngindelntifikasi dan me lmeltakan 

potelnsi ke lrawanan, Me lngkoordinasikan, me lnyupe lrvisi, melmbimbing, melmantau, 

dan melnge lvaluasi pelnye lle lnggaraan Pe lmilu, Be lrkoordinasi delngan 

ke lmelnte lrian/lelmbaga te lrkait atau pe lme lrintah dae lrah se lrta Melningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pelngawasan Pe lmilu. Berdasarkan hasil penelitian, 

meskipun pencegahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dalam pellaksanaannya secara 

keseluruhan masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hambatan 

pada Pasal 4 huruf (b), antara lain keterbatasan waktu antara tahapan pemilu 

dengan proses evaluasi, masalah anggaran yang menjadi kendala besar karena 

dana yang tersedia belum cukup untuk mendukung seluruh kegiatan pelaksanaan 

pencegahan secara maksimal, dan keterbatasan jumlah pe lngawas pemilu tidak 

sebanding dengan luas wilayah pengawasan di Kota Pekanbaru dengan banyaknya 

TPS yang diawasi dan sulitnya pembuktian unsur hukum praktik Money Politic 

menjadi tantangan besar bagi Bawaslu, sehingga banyak dugaan pelanggaran 

tidak dapat ditindaklanjuti meskipun secara nyata terjadi di lapangan.  

 

Kata Kunci: Pencegahan, Money Politic, Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonelsia adalah nelgara delngan sistelm pelme lrintahan delmokrasi yang 

dimana warga nelgara me lmiliki hak untuk ikut se lrta dalam pe lngawasan jalannya 

pe lmelrintahan. Se ltiap warga nelgara Indone lsia be lrhak melmilih para wakilnya di 

pe lmelrintahan de lngan cara pe lmilu bukti nelgara Indonelsia adalah nelgara de lngan 

sistelm delmokrasi yaitu pe lmelrintahan dari rakyat untuk rakyat dan olelh rakyat.1 

Indonelsia pada saat ini me lnganut sistelm pelmilu proposional, siste lm 

pe lmilu proporsional adalah siste lm pe lmilu yang me lne ltapkan proporsi kursi yang 

diraih partai politik di suatu dae lrah pe lmilihan selcara belrimbang de lngan pe lrolelhan 

suaranya di wilayah te lrselbut. Pe lne lrapan pelmilu delngan siste lm proporsional 

telrbuka ini me lningkatkan pe lrsaingan antar calelg yang re llatif telrbuka dan 

ce lndelrung be lbas. Para calelg justru tak hanya be lrsaing delngan calelg dari parpol 

be lrbelda, namun juga be lrkontelstasi de lngan cale lg yang be lrasal dari parpol yang 

sama. Hal ini dikarelnakan calelg te lrpilih teltap ditelntukan be lrdasarkan jumlah 

suara yang dipelrolelh.2 

Pe lmilu melrupakan salah satu pelristiwa pelnting dalam dinamika politik di 

suatu nelgara. Arti pelntingnya pelnye llelnggaraan Pe lmilu dilaksanakan se lcara 

be lrkala untuk melre lalisasikan hak warga nelgara dalam melngambil bagian atau 

be lrpartisipasi dalam urusan public. Salah satu be lntuk dari partisipasi telrse lbut 

 
1 Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari, and Arin Fithriana, ‘Pemuda Pegawal 

Demokrasi: Pengenalan Peace Journalism Dalam Rangka Mewujudkan Kampanye Sehat Kepada 

Pemilih Pemula’, Sebatik, 24.2 (2020), 234–39. 
2 Sigit Pamungkas. Perihal Pemilu, (Yogyakarta, Fisipol UGM, 2009), h.47. 
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adalah mellaksanakan hak untuk melmilih dan dipilih dalam se lbuah pelmilu yang 

be lbas dan adil.3 Se ldangkan Le lmbaga Pe lngawas Pe lmilu yang mellakasnakan 

Pe lngawasan Pe lmilu adalah Bawaslu. Bawaslu sangat be lrpe lran pelnting atas 

be lntuk pelngawasan telrhadap belrbagai kelcurangan dalam Pelmilu. 

De lngan jumlah calelg yang banyak be lrpotelnsi adanya pelrsaingan yang 

sangat keltat antara calelg yang melnimbulkan konflik intelrpelrsonal yang tidak 

se lhat dalam politik. De lngan banyaknya calelg dapat melningkatkan biaya 

kampanyel se lcara kelse lluruhan, baik untuk kandidat itu se lndiri maupun untuk 

partai yang bisa melngarah pada keltimpangan sosial. Selhingga untuk se lselorang 

melndapatkan suara itu adanya potelnsi calelg mellakukan politic uang dalam belntuk 

melmbe lrikan uang tunai langsung ke lpada pe lmilih atau melmbelrikan barang se lpe lrti 

se lmbako, pakaian, atau produk lainnya, selbagai imbalan atas suara melre lka.  

Se llain itu de lngan adanya pe lrbe ldaan jumlah pelnduduk di se ltiap ke lcamatan 

melmungkinkan calelg me llakukan praktik politik uang di ke lcamatan yang me lmiliki 

jumlah pelnduduk te lrbanyak, pe lkanbaru delngan e ltnis te lrtinggi juga melmungkin 

calelg me lmpe lngaruhi pilihan suara masyarakat belrdasarkan pe lrsamaan suku 

budaya antara calelg dan pe lmilih. 

Praktik ini selring kali telrjadi ke ltika kandidat atau partai politik 

melnggunakan uang untuk melmpe lngaruhi Pelmilih, se lhingga melngaburkan prinsip 

ke ladilan dan intelgritas pe lmilihan umum. Akibatnya, politik uang dapat me lngarah 

pada pelngambilan kelputusan politik tidak lagi didasarkan pada ke lpe lntingan 

 
3 D B Harunsyah and others, ‘( Juridical Study On Status And Relationships Working 

Procedures Between Election Commision And Monitoring Election Commision On The 

Implementation Of Democratic Election ) Abstrak Pendahuluan Metode Penelitian Pembahasan’. 
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rakyat, teltapi pada kelpe lntingan individu atau ke llompok te lrtelntu yang melmiliki 

ke lkuatan finansial. 

Kota Pe lkanbaru adalah ibu kota dan kota telrbelsar di Provinsi Riau, 

Indonelsia. Kota ini me lrupakan salah satu selntra elkonomi telrbelsar di pulau 

Sumatra dan telrmasuk kota delngan tingkat pelrtumbuhan, migrasi, dan urbanisasi 

yang tinggi. Pada akhir Tahun 2024, jumlah pe lnduduk Pe lkanbaru se lbanyak 

1.167.599 jiwa. Kota Pe lkanbaru me lmiliki 15 kelcamatan dan 83 ke llurahan.4 

Banyaknya pe lnduduk Pe lkanbaru belrdasarkan agama yang dianut yakni 

agama Islam se lbanyak 84,52%. Ke lmudian pe lnduduk yang me lnganut agama 

Ke lkristelnan selbanyak 11,89%, delngan rincian Protelstan selbanyak 10,38% dan 

Katolik selbanyak 1,51%. Agama Buddha dianut olelh 3,56% pe lnduduk Pe lkanbaru, 

se llelbihnya melnganut agama Hindu se lbanyak 0,02%, dan Konghucu se lbanyak 

0,01%. 

Table I.1 

Kecamatan dan Jumlah penduduk 

Kecamatan Jumlah Penduduk 

Payung Se lkaki 99.589 

Tuah Madani 161.132 

Bina Widya 80.132 

Bukit Raya 107.347 

Marpoyan Damai 150.313 

Te lnayan Raya 116.014 

Kulim 57.603 

Lima Puluh 45.021 

Sail 25.999 

Pe lkanbaru Kota 26.744 

Suka Jadi 48.026 

Se lnape llan 38.390 

Rumbai 102.207 

Rumbai Barat 29.205 

 
4 Artikel dari https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-

menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html, diakses pada 16 Maret 2024 

https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html
https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html
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Rumbai Pelsisir 35.626 

Total 1.123.348 

Sumbe lr: Data Olahan Pe lnulis 2025 

Komposisi e ltnis di kota Pe lkanbaru be lrdasarkan e ltnis Minangkabau 

se lbanyak 37,96%, e ltnis mellayu se lbanyak 26,10%, e ltnis jawa se lbanyak 15,70%, 

e ltnis batak se lbanyak 11,04%, eltnis tionghoa se lbanyak 2,5% dan eltnis lainnya 

se lbanyak 6,7%, Populasi yang cukup be lsar te llah melngantarkan Bahasa Minang 

se lbagai bahasa pasar dan pe lrgaulan yang umum digunakan olelh pe lnduduk kota 

Pe lkanbaru se lrta juga bahasa Mellayu lokal yang kurang dominan te ltapi teltap 

bahasa Indone lsia utama untuk bahasa pe lrsatuan komunikasi antar suku.5 

Dari laporan komisi pe lmilihan umum (KPU), telrdapat 789.236 daftar 

pe lmilih selmelntara yang diteltapkan itu telrse lbar di 1.389 Te lmpat Pe lmungutan 

Suara (TPS) di 83 kellurahan di Kota Pelkanbaru. Dari 789.236 DPS yang 

diteltapkan, pe lmilih pelre lmpuan belrjumlah selbanyak 400.552 orang dan pe lmilih 

pria 388.684 orang. 1.389 TPS di 83 ke llurahan itu telrdiri dari 1.379 TPS re lgule lr 

de lngan jumlah DPS 786.370 orang. Yang mana total pe lmilih pe lre lmpuan 

se lbanyak 400.350 dan pe lmilih pria 386.020 sorang. Ke lmudian ada 10 TPS khusus 

di 4 kelcamatan di antaranya Kelcamatan Rumbai Barat, Bukit Raya, Marpoyan 

Damai dan Ke lcamatan Te lnayan Raya. Di 10 TPS khusus ini jumlah DPS nya 

2.866 orang, telrdiri dari 202 pe lmilih pe lrelmpuan dan 2.664 pe lmilih pria. 

Komisi Pelmilihan Umum (KPU) Kota Pe lkanbaru melne ltapkan 50 

pe lrolelhan kursi dan calon lelgislatif (Calelg) telrpilih dari 9 partai, diantaranya 

 
5 Ibid. 
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Partai PAN, PKS, Ge lrindra, PDIP, De lmokrat, Golkar, Nasdelm, Hanura, PKB 

dalam Pelmilihan Umum (Pe lmilu) Tahun 2024.6 

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau telah 

menangani total 271 dugaan pelanggaran yang bersumber dari Laporan dan 

Temuan. Bawaslu telah menerima Laporan sejumlah 250 Laporan dugaan 

pelanggaran dan telah menemukan sejumlah 21 dugaan pelanggaran yang terjadi 

selama tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Riau. Sebagai informasi, dari 251 dugaan 

pelanggaran terdapat 94 Laporan dan/atau Temuan yang diregistrasi kemudian 

telah selesai di tangani oleh Bawaslu Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-

Riau. Dari 94 Laporan yang diproses, terdapat 36 Pelanggaran Pemilihan Kepala 

Daerah, dan 54 Bukan Pelanggaran. Terdapat berbagai jenis pelanggaran yang 

terjadi, seperti Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik, Tindak Pidana 

Pemilihan dan Hukum lainnya seperti netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN).7 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah 2 temuan 

dan 3 laporan kasus yang masuk terkait dengan tahapan Pemilu Tahun 2024 di 

Bawaslu Kota Pekanbaru. Temuan dan Laporan tersebut mencakup berbagai 

aspek, salah satunya terdapat Temuan pelanggaran Pidana Pemilu pada saat 

pengawasan kampanye yaitu kasus  Be lntuk Souve lnir yang dibagikan be lrupa 

Parfum dan Be lrupa Uang. 

 
6 Artikel dari https://kota-pekanbaru.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-pekanbaru-tetapkan-

50-calon-terpilih-anggota-dprd-kota-pekanbaru-pada-pemilu-tahun-2024, diakses pada 16 Maret 

2025. 
7 https://www.cakaplah.com/berita/baca/124252/2025/06/11/ini-rekap-penanganan-

pelanggaran-selama-tahapan-pilkada-2024-di-provinsi-riau#sthash.EutSpMwr.dpbs. Diakses pada 

15 maret 2025. 

https://kota-pekanbaru.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-pekanbaru-tetapkan-50-calon-terpilih-anggota-dprd-kota-pekanbaru-pada-pemilu-tahun-2024
https://kota-pekanbaru.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-pekanbaru-tetapkan-50-calon-terpilih-anggota-dprd-kota-pekanbaru-pada-pemilu-tahun-2024
https://www.cakaplah.com/berita/baca/124252/2025/06/11/ini-rekap-penanganan-pelanggaran-selama-tahapan-pilkada-2024-di-provinsi-riau#sthash.EutSpMwr.dpbs
https://www.cakaplah.com/berita/baca/124252/2025/06/11/ini-rekap-penanganan-pelanggaran-selama-tahapan-pilkada-2024-di-provinsi-riau#sthash.EutSpMwr.dpbs
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Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum (Bawaslu) selbagai lelmbaga yang 

melmiliki fungsi pelnce lgahan telrhadap pe llanggran Pe lmilu, Pe lraturan Bawaslu 

Nomor 20 Tahun 2018, yang se lcara khusus melngatur me lnge lnai Pelnce lgahan 

Pe llanggaran Dan Se lngke lta Prosels Pe lmilihan Umum. Pe lraturan ini melnjadi 

pe ldoman utama bagi Bawaslu dalam melnjalankan pe lrannya, te lrmasuk dalam 

upaya pelncelgahan dan pe lnindakan te lrhadap belrbagai belntuk pellanggaran Pelmilu 

se lpelrti praktik politik uang (monely politic). Pe lnce lgahan adalah selgala upaya 

melnce lgah te lrjadinya pe llanggaran Pe lmilihan dan selngke lta Pelmilihan mellalui 

tugas Pe lngawasan olelh Pe lngawas Pe lmilihan maupun de lngan mellibatkan 

partisipasi masyarakat se lrta publikasi me ldia.8 

Berdasarkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan 

Umum Pada Pasal 3 Ayat 1 dan 2 melnye lbutkan: 

“Pe lnce lgahan pe llanggaran dan pe lncelgahan se lngkelta prose ls pada tahapan 

pe lnyelle lnggaraan Pe lmilu me lnjadi tanggung jawab be lrsama Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupate ln/Kota. Dalam me llakukan pe lnce lgahan Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupate ln/Kota dibantu olelh Panwaslu 

Ke lcamatan, Panwaslu Ke llurahan/Delsa, Panwaslu LN, dan Pe lngawas TPS”.9 

Berdasarkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan 

Umum Pada Pasal 4 me lnye lbutkan: 

 
8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. 
9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3. 
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 “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupateln/Kota mellakukan 

pelncelgahan pellanggaran dan selngkelta prosels delngan cara Melngidelntifikasi dan 

melmeltakan potelnsi kelrawanan Pelmilu, Melngoordinasikan, melnyupelrvisi, 

melmbimbing, melmantau, dan melngelvaluasi pelnye llelnggaraan Pelmilu, 

Belrkoordinasi delngan ke lmelntelrian/lelmbaga telrkait atau pelmelrintah daelrah, 

Melningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelngawasan Pelmilu”.10 

Menurut pendapat Mabe ll ELlliot melnye lbutkan pe lnjahat adalah orang yang 

gagal dalam me lnyelsuaikan dirinya de lngan norma-norma masyarakat se lhingga 

tingkah lakunya tidak dapat dibelnarkan olelh masyarakat. Batasan ini dapat 

dipahami bahwa di dalam masyarakat itu telrdapat belbe lrapa jelnis norma- norma 

agama, kelbiasaan, kelsusilaan, yang me lngatur tingkah laku manusia (warga 

masyarakat). Apabila se lbagian warga masyarakat itu tidak mampu me lnaati 

norma-norma telrse lbut se lhingga me lngakibatkan mellakukan ke ljahatan dan 

tindakan yang melnyimpang ini belrarti melre lka itu melngalami kelgagalan dalam 

melnye lsuaikan dirinya de lngan keladaan-keladaan yang ada dalam masyarakat, 

melskipun melre lka itu dihadapkan pada belrbagai proble lm kelhidupan (selpelrti 

telkanan elkonomi, kelmiskinan, dan belban ke lluarga yang cukup belrat), teltapi 

pe lrbuatannya itu belrtelntangan delngan norma-norma dan keltelrtiban umum.11 

Suap bagaikan pe lnyakit melnular yang ganas dan mudah me lnjalar ke l 

be lrbagai selndi ke lhidupan masyarakat. Fakta melmpe lrlihatkan bahwa se lbagian 

masyarakat mellakukan suap delngan kondisi sadar dan tidak melmpe lrmasalahkan 

 
10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2024 Pasal 4. 
11 Totok Sugiarto, “Pengantar Kriminologi”, (Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 

2017), h. 16. 
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aturan- aturan te lrtelntu telntang suap. Bahkan di antara me lrelka me lnganggap bahwa 

tidak ada masalah yang tidak dapat diselle lsaikan delngan suap. Suap pun dianggap 

se lbagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak melnyalahi aturan. 

Ironisnya, suap-melnyuap tidak hanya dilakukan olelh rakyat kelpada 

pe ljabat atau pe lgawai ne lge lri dan pelne lgak hukum, teltapi juga telrjadi selbaliknya. 

Pe ljabat atau calon pe ljabat tidak jarang mellakukan suap ke lpada rakyat de lngan 

harapan me lrelka akan melmilihnya dalam pelmilihan umum selrta me lndukung 

ke lbijakan- ke lbijakannya. 

Harus dipahami bahwa transaksi suap dapat telrjadi karelna ke ltelrlibatan dua 

pihak yang saling melnguntungan (simbiosis mutualisme l), yaitu pelnyuap dan 

pe ljabat yang disuap. Transaksi ini diselbut de lngan istilah re lsiprokal atau saling 

be lrbalasan. Suap ini dapat telrjadi bila tellah ada ke lselpakatan antara keldua bellah 

pihak atas jumlah uang, ke lputusan/kelse lpakatan, dan belntuk transaksi yang 

diinginkan.12 

Upaya pe lngawasan melnjadi sangat pe lnting untuk melnce lgah telrjadinya 

politik uang telrutama di masa telnang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain 

melngide lntifikasi aktor-aktor belrpotelnsi melmpelngaruhi atau melnjanjikan pe lmilih 

de lngan melmbelri uang/ barang,melngumpulkan informasi dan bukti awal adanya 

praktik politik uang/barang dan mellakukan patroli pelngawasan untuk pelnce lgahan 

adanya potelnsi politik uang de lngan modus selrangan fajar.13 

 
12 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, “Pendidikan Anti Korupsi: 

Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik”, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2016), h.20. 
13 Romario Christian Falco Kuntag, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki, ‘Upaya 

Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang 

(Money Politic) Di Kota Manado’, Jurnal Lex Administratum, 11.3 (2023), 1–10. 
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De lngan de lmikian, pelnce lgahan politik uang sangat pe lnting untuk 

melnciptakan lingkungan politik yang selhat dan de lmokratis. Bawaslu melmbelrikan 

e ldukasi kelpada pelmilih melnge lnai hak-hak melre lka dan bahaya dari politik uang, 

se lhingga masyarakat lelbih sadar dan kritis telrhadap tawaran yang melrugikan 

intelgritas pelmilu. Mellalui upaya pelnce lgahan, pelngawasan, dan e ldukasi. 

Be lrdasarkan uraian latar bellakang yang tellah pelnulis uraikan selbe llumnya, 

maka pelnulis telrtarik untuk mellakukan pelne llitian yang be lrjudul “Pencegahan 

Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di 

Kota Pekanbaru”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk melnghindari adanya pelnyimpangan maupun pellelbaran pokok 

masalah  pe lne lliti melmbe lrikan Batasan masalah dalam pelne llitian ini. Adapun 

Batasan dalam pelne llitian ini adalah Pe lncelgahan Monely Politic Olelh Bawaslu 

Pada Pe lmilu Tahun 2024 Be lrdasarkan Pe lraturan Badan Pe lngawas Pe lmilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018 di Kota Pelkanbaru yang be lrlokasi di Jalan Puyuh 

No.02 Ke ll.Kampung Me llayu, Ke lc. Sukajadi.  Se lrta Faktor-Faktor Yang Me lnjadi 

Pe lnghambat Bawaslu Dalam Melnce lgah Te lrjadinya Monely Politik Pada Pe lmilu 

Tahun 2024. 
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C. Rumusan Masalah 

Be lrdasarkan uraian latar be llakang diatas, maka dirumuskan pe lrmasalahan 

se lbagai belrikut: 

1. Bagaimana Pe lnce lgahan Monely Politic Olelh Bawaslu Pada Pe lmilu Tahun 

2024 Be lrdasarkan Pelraturan Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 

Tahun 2018 Di Kota Pe lkanbaru? 

2. Apa saja Faktor-Faktor Yang Melnjadi Pelnghambat Bawaslu Kota Pelkanbaru 

Dalam Melnce lgah Monely Politic Pada Pe lmilu Tahun 2024? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Pe lnellitian  

a. Untuk me lnge ltahui Pelnce lgahan Mone ly Politic Olelh Bawaslu Pada Pe lmilu 

Tahun 2024. 

b. Untuk me lnge ltahui Faktor-Faktor Yang Me lnjadi Pe lnghambat Bawaslu 

Kota Pe lkanbaru Dalam Me lncelgah Monely Politic Pada Pe lmilu Tahun 

2024. 

2. Manfaat Pelne llitian  

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu agar dapat menjadi 

pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai 

Pencegahan Money Politic oleh Bawaslu pada Pemilu Berdasarkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 Di 

kota Pekanbaru. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah 

serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan. 

c. Manfaat Akademis  

Untuk melnambah wawasan pelne lliti dan pe lngalaman bagi pelne lliti 

dalam melnge lmbangkan se lrta melne lrapkan ilmu pe lnge ltahuan Ilmu Hukum. 

Untuk dapat dijadikan re lfelre lnsi bagi pelne lliti lainnya atau dijadikan 

se lbagai sumbe lr informasi bagi pelne lliti belrikutnya. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Kelembagaan Pada Sistem Pemilu 

Ke lle lmbagaan dide lfinisikan se lbagai aturan-aturan sosial, ke lse lpakatan 

(convelntions), dan elle lmeln lain dari struktur kelrangka kelrja inte lraksi sosial. Se lcara 

de lfinisi, kelle lmbagaan dapat diartikan se lbagai relgulasi pelrilaku yang selcara umum 

ditelrima olelh anggota-anggota kellompok sosial, untuk pelrilaku spelsifik dalam 

situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi se lndiri maupun dimonitor olelh 

otoritas luar.14 

Ke lle lmbagaan selring ditelrjelmahkan delngan "organisasi". organisasi 

adalah, Selbuah ke lsatuan yang telrdiri dari selke llompok orang yang be lrtindak 

se lcara belrsama-sama dalam rangka me lncapai tujuan belrsama. Organisasi dan 

individu me lncapai kelpe lntingan melre lka dalam selbuah struktur ke llelmbagaan 

be lrupa aturan-aturan formal (hukum, pelraturan, kontrak, hukum konstitusional) 

dan aturan informal (eltika, kelpe lrcayaan, dan norma-norma yang tidak telrtulis 

lainnya). Organisasi kelmudian melmiliki aturan intelrnal (yaitu kelle lmbagaan) 

untuk melnangani pe lrmasalahan pe lrsonalia, anggaran, pelngadaan, dan prose ldur 

pe llaporan, yang melmbatasi pelrilaku anggota melre lka. De lngan de lmikian, 

 
14 Wihana Kirana Jaya, Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi Dan 

Sektor Ekonomi Lainnya, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2021), h.24. 
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ke llelmbagaan melrupakan struktur inse lntif (pelndorong) bagi pelrilaku organisasi 

dan individu.15 

Ke lle lmbagaan melnurut Ve lble ln dalam adalah se lkumpulan norma dan 

kondisi-kondisi idelal yang direlproduksi selcara kurang se lmpurna mellalui 

ke lbiasaan pada masing-masing gelne lrasi individu be lrikutnya. De lngan de lmikian 

ke llelmbagaan be lrpe lran se lbagai stimulus dan pe ltunjuk te lrhadap pe lrilaku 

individu.16 Ke llelmbagaan hadir di masyarakat kare lna kondisi masyarakat dipe lnuhi 

olelh be lrbagai aturan, untuk melngatur pelrilaku manusia maka ke llelmbagaan 

se lbagai meldia atau wadah dalam melmbe lntuk pola-pola yang te llah melmpunyai 

ke lkuatan yang teltap dan aktivitas guna melmelnuhi kelbutuhan harus dijalankan 

mellalui pola yang ada di ke llelmbagaan. Me llalui ke llelmbagaan yang dibuat untuk 

melngatur telrhadap pola pe lrilaku dan pe lmelnuhan ke lbutuhan manusia, maka 

ke lbe lradaan ke llelmbagaan akan melmbe lrikan kontribusi bagi ke lhidupan 

masyarakat.17 

Ke lle lmbagaan pada dasarnya juga melmiliki maksud selrta tujuan yang 

se lcara prinsipil tidak be lrbelda de lngan norma sosial, karelna le lmbaga sosial 

se lbelnarnya me lmang produk dari norma sosial. Tujuan dari didirikannya 

ke llelmbagaan sellain untuk melngatur agar ke lbutuhan hidup manusia dapat 

telrpe lnuhi se lcara melmadai, juga selkaligus untuk melngatur agar kelhidupan sosial 

 
15 Wihana Kirana Jaya, Ekonomi Kelembagaan Dan Desentralisasi, (Yogyakarta, Gadjah 

Mada University Press, 2021), h. 20. 
16 Handoko,Mesino,Rusydi Ananda, Efektivitas Kelembagaan, (Medan, Umsu Press, 

2024), h.77. 
17 Ibid, h.78. 
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warga masyarakat bisa be lrjalan delngan telrtib dan lancar selsuai delngan kaidah 

yang be lrlaku.18 

Me lngelnai lingkungan ke llelmbagaan Williamson melnje llaskan bahwa 

ke llelmbagaan ini muncul selbagai re lspon te lrhadap kelndala-ke lndala yang 

be lrsumbelr pada kellelmbagaan informal dalam belntuk, misalnya, Sanksi, Tabu, 

Adat, Tradisi, Atau Pe ldoman Pe lrilaku. Dalam ke llelmbagaan, mulai dipelrke lnalkan 

aturan-aturan formal, misalnya Konstitusi, Undang-Undang, Atau Hak 

Ke lpe lmilikan. Pe lnge lnalan belntuk ke llelmbagaan formal telrselbut melmungkinkan 

telrjadinya elkonomisasi ordel pe lrtama (first orde lr elconomizing), yaitu me lne lrapkan 

aturan main se lcara formal delngan be lnar. Rancangan instrume ln ke llelmbagaan 

dalam lelve ll ini melncakup ke llelmbagaan e lkselkutif, le lgislatif, yudikatif, dan fungsi-

fungsi birokratik pelmelrintah, te lrmasuk distribusi kelkuasaan diantara belrbagai 

lelve ll dalam pe lmelrintahan.19  

Pe llaksanaan pe lmilu melmbutuhkan suatu siste lm dalam 

pe lnye llelnggaraannya, Ramlan Surbakti belrpe lndapat Sistelm Pe lmilu me lrupakan 

melkanismel yang diadopsi untuk melngubah suara rakyat melnjadi kursi 

pe lnye llelnggara nelgara (conve lrsion of votels into gove lrnme lntal se lats or positions). 

Sistelm pelmilu belrtujuan melngkonve lrsi suara rakyat melnjadi kursi pelnye lle lnggara 

ne lgara, maka dipelrlukan dua pe lrangkat lunak, yaitu siste lm pe lmilihan umum dan 

 
18 Ibid, h.79. 
19 Titus Odong Kusumajati, Faktor Kelembagaan Dalam Keberlanjutan Credit Union Di 

Indonesia, (Yogyakarta, Sanata Dharma University Press, 2021), h. 21. 
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prosels pe lnye llelnggaraan tahapan pelmilu (e llelctoral procelsse ls), dan satu pe lrangkat 

ke lras, yaitu logistik pelmilu.20 

Se ltiap siste lm pelmilu me lngandung elmpat unsur mutlak, yaitu: 

1. Be lsaran daelrah pelmilihan (district magnitudel) 

2. Pe lse lrta dan pola pelncalonan (nomination) 

3. Mode ll pelnyuaraan (balloting) 

4. Formula pe lmilihan dan pe lne ltapan calon telrpilih (elle lctoral formulae l) 

Dalam seltiap unsur telrdapat belrbagai pilihan modell, prose ldur dan me lkanismel, 

dan gabungan pilihan dari seltiap unsur itulah yang ke lmudian melmbelntuk suatu 

sistelm pelmilihan umum.21 

Kacung Marijan se lcara se lde lrhana me lnjellaskan sistelm pe lmilu belrarti 

instrumeln untuk melnelrje lmahkan pelrolelhan suara di dalam pe lmilu kel dalam kursi-

kursi yang dimelnangkan ole lh partai atau calon. Adapun variablel-variabe ll dasar 

yang selring dipakai melncakup formula pelmilihan (ellelctoral formula), struktur 

pe lnyuaraan (ballot structurel), dan belsaran distrik (district magnitudel).22 

Pe lnge lrtian sistelm pelmilihan umum se lcara bahasa, melnurut Kamus Be lsar 

Bahasa Indone lsia melngartikan sistelm selbagai pe lrangkat unsur yang selcara telratur 

saling belrkaitan se lhingga melmbe lntuk suatu totalitas.23 Sistelm telrdiri dari 

be lbe lrapa unsur di mana satu sama lain saling belrkaitan untuk melmbe lntuk se lsuatu 

 
20 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, PT Grasindo, 2013), h. 227. 
21 Ibid. 
22 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, 

(Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 83. 
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Pusat Bahasa Departeman Pendidikan 

Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 1076. 
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yang lelbih be lsar yang diselbut sistelm, se ldangkan pe lmilihan umum diartikan 

se lbagai prose ls, cara pe lrbuatan melmilih yang dilakukan se lrelntak olelh selluruh 

rakyat suatu ne lgara. Be lrdasarkan itu, gabungan "sistelm" dan "pe lmilihan umum" 

se lcara bahasa melrupakan pe lrangkat be lbelrapa unsur yang saling belrkaitan satu 

sama lain yang telrdapat dalam prosels pe lmilihan yang dilakukan olelh rakyat suatu 

ne lgara.24 

Sigit Pamungkas melnde lfinisikan sistelm pelmilu se lbagai selpe lrangkat 

meltode l atau aturan untuk melntransfelr suara pe lmilih kel dalam satu le lmbaga 

pe lrwakilan.  Lelbih lanjut, Sigit Pamungkas me lnjellaskan bahwa sistelm pelmilu 

adalah meltode l yang di dalamnya suara-suara yang dipelrolelh dalam pe lmilihan 

ditelrjelmahkan dalam parlelmeln olelh partai-partai dan para kandidat. Siste lm 

pe lmilu juga didelfinisikan selbagai aturan dan prosels yang melmungkinkan suara 

yang tellah dipungut dalam suatu pe lmilihan dite lrjelmahkan melnjadi kursi yang 

dimelnangkan dalam badan lelgislatif atau instansi lain se lpelrti ke lprelsidelnan.25 

Ke lle lmbagaan pada sistelm pelmilu adalah lelmbaga yang melnye llelnggarakan 

pe lmilu. Salah satu Lelmbaga pelnye llelnggara pe lmilu ialah Bawaslu. Le lmbaga 

Bawaslu me lnjadi Pelnye llelnggara pe lmilu yang melngawasi Pe lnyellelnggaraan 

Pe lmilu di selluruh wilayah Ne lgara Ke lsatuan Re lpublik Indonelsia. Bawaslu telrdapat 

di Pusat, Provinsi dan di Kabupateln Kota. Bawaslu melmbelntuk Panitia Pe lngawas 

Pe lmilu Luar Ne lge lri (Panwaslu LN) se lbagai peltugas untuk melngawasi 

 
24 Dwanda J Sistyawan , Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Potret Penyelenggara 

Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia(Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024), (Indramayu, 

Penerbit Adab,2024), h.28. 
25Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fisipol Ugm dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009) h.13 
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Pe lnye llelnggaraan Pe lmilu di luar nelge lri. Bawaslu Provinsi adalah badan yang 

melngawasi Pe lnye lle lnggaraan Pe lmilu di wilayah provinsi. Bawaslu 

Kabupateln/Kota adalah badan untuk melngawasi Pe lnye llelnggaraan pe lmilu di 

wilayah Kabupateln/Kota. Bawaslu Kabupateln/Kota melmbe lntuk Panitia Pe lngawas 

Pe lmilu Ke lcamatan (Panwaslu Kelcamatan). Panitia ini dibelntuk untuk me lngawasi 

Pe lnye llelnggaraan Pelmilu di wilayah ke lcamatan. Panwaslu Kelcamatan melmbelntuk 

Panitia Pelngawas Pe lmilu Kellurahan/De lsa yang (Panwaslu Ke llurahan/De lsa) 

se lbagai peltugas untuk me lngawasi Pe lnye llelnggaraan Pe lmilu di ke llurahan/de lsa atau 

nama lain. Se llain itu, Panwaslu Ke lcamatan juga melmbe lntuk Pe lngawas Te lmpat 

Pe lmungutan Suara Pe lngawas TPS se lbagai peltugas yang dibe lntuk olelh Panwaslu 

Ke lcamatan untuk melmbantu panwaslu Ke llurahan/De lsa.26 

Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum (Bawaslu) melmpunyai tugas, 

ke lwe lnangan dan kelwajiban dalam pe lnyelle lnggaran pelmilihan umum selbagai 

be lrikut: 

Bawaslu melmpunyai tugas selbagai be lrikut: 

1) Me lnyusun standar tata laksana pelngawasan Pe lnye llelnggaraan Pe lmilu untuk 

pe lngawas Pe lmilu di seltiap tingkatan; 

2) Me llakukan pe lncelgahan dan pe lnindakan telrhadap: 

a) Pe llanggaran pe lmilu dan; 

b) Se lngke lta prose ls pelmilu; 

3) Me lngawasi pe lrsiapan Pelnye llelnggaraan Pe lmilu, yang telrdiri atas: 

a) Pe lrelncanaan dan pe lneltapan jadwal tahapan pelmilu; 

b) Pe lrelncanaan pe lngadaan logistis olelh KPU; 

c) Sosialisasi pe lnye llelnggaraan pelmilu dan; 

d) Pe llaksanaan pe lrsiapan lainnya dalam pelnye llelnggaraan pe lmilu selsuai 

de lngan kelte lntuan pelraturan pelrundang-undangan; 

4) Me lngawasi pe llaksanaan tahapan Pelnye llelnggaraan Pe lmilu, yang telrdiri atas: 

 
26 Teguh Prasetyo Dan Muhammad, Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat, 

(Bandung, Nusa Media, 2019), h.141. 
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a) Pe lmutakhiran data pe lmilih dan pelne ltapan daftarpelmilih selmelntara se lrta 

daftar pelmilih teltap; 

b) Pe lnataan dan pe lne ltapan dae lrah pelmilihan DPRD kabupateln/kota; 

c) Pe lne ltapan pe lselrta pelmilu; 

d) Pe lncalonan sampai delngan pelne ltapan pasangan calon, calon anggota DPR, 

calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD se lsuai delngan ke ltelntuan 

pe lraturan pelrundang-undangan; 

e) Pe llaksanaan dan dana kampanyel; 

f) Pe lngadaan logistic pelmilu dan pelndistribusiannya; 

g) Pe llaksanaan pe lmungutan suara dan pe lnghitungan suara hasil pelmilu di 

TPS; 

h) Pe lrgelrakan surat suara, be lrita acara pe lnghitungan suara, dan selrtifikat 

hasil pe lrhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke l PPK; 

i) Re lkapitulasi hasil pe lrhitungan pe lrolelhan suara di PPK, KPU 

kabupateln/kota, KPU provinsi, dan KPU ; 

j) Pe llaksanaan pe lrhitungan dan pe lmungatan suara ulang, pelmilu lanjutan, 

dan pe lmilu susulan, dan; 

k) Pe lne ltapan hasil pe lmilu; 

5) Me lncelgah te lrjadinya praktik politik uang; 

6) Me lngawasi ne ltralitas aparatur sipil nelgara, ne ltralitas anggota Te lntara 

Nasional Indone lsia, dan ne ltralitas anggota Ke lpolisian Relpublik Indonelsia; 

7) Me lngawasi pe llaksanaan putusan/ke lputusan, yang telrdiri atas:  

a) Putusan DKPP; 

b) Putusan pelngadilan melnge lnai pellanggaran dan se lngke lta pelmilu; 

c) Putusan/kelputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu 

kabupateln/kota; 

d) Ke lputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupateln/kota dan; 

e) Ke lputusan pe ljabat yang be lrwe lnang atas pellanggaran neltralisasi aparatur 

sipil nelgara, ne ltralisasi anggota telntara nasional Indone lsia, dan ne ltralisasi 

anggota kelpolisisan re lpublik Indone lsia; 

8) Me lnyampaikan dugaan pe llanggaran kode l eltik Pe lnye llelnggara Pe lmilu kelpada 

DKPP; 

9) Me lnyampaikan dugaan tindak pidana Pe lmilu kelpada Gakkumdu; 

10) Me lngellola, me lmellihara, dan me lrawat arsip se lrta mellaksanakan 

pe lnyusutannya be lrdasarkan jadwal re ltelnsi arsip se lsuai de lngan ke ltelntuan 

pe lraturan pelrundangundangan; 

11) Me lngelvaluasi pelngawasan Pe lmilu; 

12) Me lngawasi pe llaksanaan Pe lraturan KPU; dan  

13) Me llaksanakan tugas lain se lsuai de lngan ke ltelntuan pe lraturan pe lrundang-

undangan.27 

 

 

 
27 Tugas,wewenang dan kewajiban, https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-

dan-kewajiban. Diakses pada tanggal 6 juli 2025. 

https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban
https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban
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we lwe lnang Bawaslu melliputi: 

1) Me lnelrima dan melnindak lanjuti laporan yang be lrkaitan de lngan dugaan 

adanya pellanggaran telrhadap pe llaksanaan pelraturan pelrundang- undangan 

yang melngatur me lngelnai Pe lmilu; 

2) Me lmelriksa, melngkaji dan melmutus pe llanggaran administrasi Pe lmilu; 

3) Me lmelriksa, melngkaji dan melmutus pe llanggaran politik uarg; 

4) Me lnelrima, melme lriksa, melme ldiasi atau melngadjudikasi dan melmutus 

pe lnye llelsaian se lngkelta prosels Pe lmilu; 

5) Me lrelkomelndasikan kelpada instansi yang be lrsangkutan me lngelnai hasil 

pe lngawasan telrhadap ne ltralitas aparatur sipil-nelgara, ne ltralitas anggota 

Te lntara Nasional Indone lsia dan ne ltralitas anggota Ke lpolisian Re lpublik 

Indonelsia; 

6) Me lngambil alih se lmelntara tugas, we lwe lnang dan ke lwajiban Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupate ln/Kota selcara belrjelnjang jika Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupateln Kota be lrhalangan selme lntara akibat dike lnai sanksi atau 

akibat lainnya selsuai delngan ke ltelntuan pe lraturan pe lrundang-undangan; 

7) Me lminta bahan ke ltelrangan yang dibutuhkan ke lpada pihak telrkait dalam 

rangka pe lnce lgahan dan pelnindakan pellanggaran administrasi,pe llanggaran 

kode l e ltik, dugaan tindak pidana Pelmilu dan selngke lta prosels Pe lmilu; 

8) Me lngorelksi putusan dan relkome lndasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupateln/Kota apabila telrdapat hal yang be lrtelntangan delngan ke ltelntuan 

pe lraturan pelrundang-undangan; 

9) Me lmbelntuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupateln/Kota dan Panwaslu LN; 

10) Me lngangkat, me lmbina dan melmbe lrhelntikan Anggota Bawaslu Provinsi, 

Anggota Bawaslu Kabupateln/Kota dan Anggota Panwaslu LN; dan 

11) Me llaksanakan we lwe lnang lain selsuai delngan kelte lntuan pe lraturan pelrundang-

undangan.28 

Bawaslu melmpunyai kelwajiban selbagai belrikut: 

1) Be lrsikap adil dalam melnjalankan tugas dan we lwe lnang; 

2) Me llakukan pe lmbinaan dan pelngawasan telrhadap pe llaksanaan tugas Pelngawas 

Pe lmilu pada se lmua tingkatan; 

3) Me lnyampaikan laporan hasil pelngawasan kelpada Prelsideln dan DPR selsuai 

de lngan tahapan Pe lmilu se lcara pelriodik darr/atau be lrdasarkan ke lbutuhan; 

4) Me lngawasi pe lmutakhiran dan pe lme lliharaan data pe lmilih selcara belrke llanjutan 

yang ditakukan olelh KPU de lngan melmpe lrhatikan data kelpe lndudukan selsuai 

de lngan kelte lntuan pelraturan pelrundang-undangan; dan 

5) Me llaksanakan ke lwajiban lain se lsuai de lngan kelte lntuan pelrundang-undangan;29 

 

 

 

 

 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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2. Pencegahan 

Se lcara eltimologi, pelnce lgahan atau prelve lntif be lrasal dari bahasa latin 

pravelnirel yang artinya “antisipasi” atau melnce lgah te lrjadinya se lsuatu. Singkatnya, 

upaya prelve lntif adalah upaya pe lnge lndalian sosial delngan be lntuk pe lncelgahan 

telrhadap adanya gangguan.30 

Pe lnce lgahan adalah suatu tindakan untuk me lnghalangi, me lrintangi atau  

melnahan  te lrjadinya  se lsuatu.  Pelnce lgahan  diartikan  se lbagai upaya  untuk  

melnghalangi,  melrintangi  atau  melnahan  telrjadinya  dan  be lrkelmbangnya  atau  

timbulnya  ke lmbali  masalah  sosial. upaya pelnce lgahan belrtujuan me lnghilangkan 

niat dan kelse lmpatan mellakukan pellanggaran selhingga gangguan telrhadap norma 

hukum dapat dicelgah.31 

Pe lnce lgahan adalah prose ls, cara, tindakan melnce lgah atau tindakan 

melnahan agar suatu tidak telrjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan 

se lbellum telrjadinya pe llanggaran. Upaya pelnce lgahan keljahatan melrupakan upaya 

awal dalam melnanggulangi keljahatan.32 

Pe lnce lgahan adalah melngambil tindakan telrlelbih dahulu selbe llum keljadian, 

de lngan didasarkan keltelrangan yang be lrsumbelr dari hasil analisis elpide lmiologi. 

Konse lp pe lnce lgahan adalah suatu belntuk upaya sosial untuk promosi, me llindungi, 

 
30 https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 

2025. 
31 Rabiah Al Adawiah, ‘Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak’, Jurnal 

Keamanan Nasional, 1.2 (2015), 279–96. 
32 Andika Romansyah Dan Putri Surya Ningrum, Upaya Pencegahan Korupsi, (Jawa 

Tengah, Pustaka Rumah Cinta, 2020), h.3. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif
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dan melmpe lrtahankan ke lse lhatan pada suatu populasi te lrtelntu. Pe lnce lgahan 

melrupakan komponeln yang paling pe lnting dari be lrbagai aspelk ke lbijakan publik.33 

Se lbagai dasar hukum dalam melnjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu 

be lrpeldoman pada be lrbagai Pe lraturan Pe lrundang-Undangan, te lrmasuk Pe lraturan 

Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum (Pe lrbawaslu). Salah satu relgulasi pe lnting 

yang melngatur melnge lnai pelnce lgahan pellanggaran, telrmasuk praktik politik uang, 

adalah Pelraturan Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. 

Adapun salah satu pasal pelnting dalam Pelrbawaslu te lrse lbut yang be lrkaitan 

langsung delngan pe lncelgahan praktik politik uang dalam Pasal 4 Pe lraturan Badan 

Pe lgawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Te lntang Pe lnce lgahan 

Pe llanggaran Dan Se lngke lta Prose ls Pe lmilihan Umum yang melngatakan 

pe lncelgahan pe llanggaran dan selngke lta prosels de lngan cara:  

a. melngide lntifikasi dan melmeltakan pote lnsi kelrawanan Pe lmilu;  

b. melngoordinasikan, melnyupe lrvisi, me lmbimbing, melmantau, dan melnge lvaluasi 

pe lnye llelnggaraan Pelmilu;  

c. be lrkoordinasi delngan ke lmelnte lrian/lelmbaga telrkait atau pelmelrintah daelrah; dan  

d. melningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelngawasan Pe lmilu.34 

Dalam mellaksanakan pelnce lgahan selbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupateln/Kota dilakukan me llalui: 

riselt atau pelne llitian, sosialisasi, studi banding, ke lrja sama, pe lnyuluhan, dan/atau 

ke lgiatan lain. 

 
33 Betri Anita Dan Henni Febriawati, Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional, 

(Yogyakarta, Deepublish, 2019), h.32. 
34 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. 
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Pe lnce lgahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan mellalui doktrin 

pe lncelgahan ke ljahatan pe lrspelktif kriminologi yang me lnitikbe lratkan pada 5 te lori 

yakni:  

a. Te lori abolisionistik, melne lkankan pada faktor pelndorong telrjadinya keljahatan 

b. Te lori moralistik yang melne lkankan pada pelnce lrahan masyarakat mellalui 

pe lsan-pelsan moril 

c. Te lori pelnce lgahan prime lr, difokuskan pada pelnce lgahan masyarakat yang 

dimulai dari lingkungan rumah tangga, telmpat be lke lrja, hingga hubungannya 

de lngan aktifitas di luar lingkungannya.   

d. Te lori selkunde lr, lelbih condong pada upaya untuk melngidelntifikasi dan 

melmpreldiksi potelnsi telrjadinya keljahatan delngan mellihat relalitas sosial. 

e. Te lori telrsielr, me lrupakan upaya untuk me lmbuat se lmacam kelse lpakatan de lngan 

pe llaku tindak pidana agar tidak lagi melngulangi pe lrbuatannya.35 

 

3. Money Politic  

Politik uang atau mone ly politic adalah suatu upaya melme lngaruhi orang 

lain masyarakat delngan melnggunakan imbalan matelri atau dapat juga diartikan 

jual-belli suara pada prose ls politik dan kelkuasaan selrta tindakan melmbagi-bagikan 

uang, baik milik pribadi atau partai untuk melmpe lngaruhi suara pelmilih.36 

mone ly politic dapat dime lnge lrti selbagai suatu pelmbelrian janji-janji kelpada 

calon pelmilih de lngan melnggunakan imbalan matelri. Hal te lrselbut juga dapat 

diartikan se lbagai upaya me lmpelngaruhi delngan diselngaja melmbe lri atau 

melnjanjikan uang untuk melmilih calon telrtelntu pada saat pelmilihan umum monely 

politics se lbe lnarnya adalah suatu pe llanggaran Pe lmilu karelna tidak dibe lnarkan 

 
35 Hariman Satria, ‘Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 

Di Indonesia’, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5.1 (2019), 1–14  
36 Tutut Sugiarti, Money Politic: Tinjauan Berdasarkan Partisipasi Politik Dan 

Keputusan Memilih Masyarakat, (NTB, Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian 

Indonesia, 2023), h.37. 
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yakni melmbe lli suara rakyat. Rakyat selbagai pe lmelgang suara telntu sangat 

dibutuhkan olelh politisi.37 

Monely politics dalam pe lmilu selring kali telrkait delngan upaya untuk 

melme lnangkan pe lmilihan de lngan cara yang tidak fair, selpe lrti melmbelli suara atau 

melmbe lrikan hadiah ke lpada pelmilih. Hal ini dapat melnye lbabkan calon yang 

se lbelnarnya melmiliki kualitas dan visi yang baik telrpinggirkan olelh calon yang 

melmiliki uang le lbih banyak. Monely Politics me lrupakan salah satu ancaman selrius 

telrhadap de lmokrasi, karelna bisa melmbuat prose ls politik le lbih telrkait delngan 

ke lkayaan dan kelkuasaan daripada de lngan ide lologi dan kelpe lntingan masyarakat. 

Ole lh karelna itu, pelrlu adanya pe lngawasan dan tindakan telgas untuk melnce lgah 

monely politik agar prosels pe lmilihan umum te ltap adil dan belrintelgritas.38 

Monely politics melrupakan bagian dari skandal korupsi pelmilu dan isu 

pe lnting diantara pe llanggaran pelmilu lainnya. Selsuai delngan de lfinisi yang umum, 

mone ly politics mungkin hanya dikaitkan de lngan praktik be lli suara (votel buying). 

Padahal mone ly politics dalam artian pe lngaruh uang dalam pe lmilu tidak hanya 

se lkadar praktik belli suara, tapi kelse lluruhan praktik dalam se ltiap tahapan pe lmilu 

yang dapat dipe lngaruhi olelh uang se lhingga dapat diuntungkannya salah satu 

partai politik atau kandidat dan/atau tidak diuntungkannya partai politik atau 

kandidat yang lain.39 

 
37 Fazlar Rusyda Kamila, Bunga Rampai Politik Hukum Perundang-Undangan, (Jawa 

Tengah, Universitas Diponegoro, 2024), h.4. 
38 A.Junaedi Karso, Tunaikan Pilkada Serentak 2024 Dengan Santun, Riang, Nan 

Gembira, (Yogyakarta, Samudra Biru, 2024), h.54. 
39 Ibid. 
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Politik uang bisa juga dilakukan de lngan barang misalnya selmbako 

be lrupa: belras, minyak gorelng, te lh maupun miel instan selrta alat-alat pelrlelngkapan 

sholat dan se lbagainya. Politik uang biasanya dilakukan olelh simpatisan, kade lr 

atau bahkan pe lngurus partai politik baik pada saat sosialisasi, kampanyel atau pada 

pagi hari melnjellang hari pe llaksanaan pe lmilihan umum.40 

Politik uang adalah cara instan untuk melncapai ke lkuasaan dan melrupakan 

kompeltisi yang selhat de lngan melnisbikan kelrja kelras se lrta pelrjuangan para 

kandidat yang be lnar dan taat te lrhadap prosels dan nilai-nilai de lmokrasi 

se lsungguhnya.41 

Ada be lbe lrapa faktor yang melmbuat politik uang be lgitu sulit dibelrantas 

dalam pelmilu Indonelsia. Pe lrtama, le lmahnya pelne lgakan hukum. Melskipun ada 

relgulasi yang me llarang politik, uang, implelmelntasi di lapangan se lring kali tidak 

e lfelktif. Banyak pellanggaran yang telrjadi selcara telrang-telrangan, teltapi tidak ada 

tindakan telgas karelna aparat pelne lgak hukum pun selring kali telrsande lra olelh 

ke lpe lntingan politik.42 

Ke ldua, ke lsadaran politik masyarakat yang masih re lndah. Di banyak 

dae lrah, pelmilih masih melnganggap bahwa me lne lrima uang dari kandidat adalah 

hal yang wajar, bahkan dianggap selbagai bagian dari bagi-bagi relze lki melnje llang 

pe lmilu. Banyak yang tidak melmahami bahwa tindakan ini justru melrugikan 

 
40 Imawan Sugiharto, Politik Uang Dan Masalah Penegakan Hukumnya (Jawa Tengah, 

PT Nasya Expanding Management, 2021), h.19. 
41 Ibid, h.20 
42 Dodi Mawardi, Utopia Politik Bersih (Bogor, Pena Kreativa), h.75. 
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melre lka dalam jangka panjang, kare lna akan me llahirkan pe lmimpin yang tidak 

be lnar-belnar pe lduli delngan ke lpelntingan rakyat.43 

Ke ltiga, siste lm politik yang melmbuka pelluang bagi praktik ini telrus 

be lrlangsung. De lngan biaya politik yang sangat tinggi, banyak kandidat melrasa 

bahwa satu-satunya cara untuk melnang adalah de lngan me lngandalkan politik 

uang.44 Biaya kampanyel yang be lsar, mahalnya harga tikelt pe lncalonan di partai, 

dan sistelm pe lmilu yang kompeltitif melmbuat para kandidat melncari jalan pintas 

de lngan melmbelli suara daripada melmbangun kelpe lrcayaan publik mellalui gagasan 

dan relkam je ljak yang baik.45 

Pe lraturan Badan Pe lngawas Pe lmilu (Pe lrbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 

telntang Pe lngawasan Pe lmilu melngatur selcara khusus melnge lnai pelnce lgahan dan 

pe lnindakan telrhadap pe llanggaran telrmasuk praktik politik uang. Me lskipun 

Pe lrbawaslu bukan melrupakan pelraturan pidana, pe lraturan ini melnjadi pe ldoman 

telknis bagi Bawaslu dalam mellakukan pelngawasan yang sistelmatis dan telrukur 

telrhadap seltiap potelnsi pe llanggaran pe lmilu, telrmasuk monely politic. Jika telrbukti 

ada praktik politik uang yang signifikan, hasil pelmilu di suatu dae lrah bisa 

dibatalkan atau didiskualifikasi olelh Bawaslu. Bawaslu juga dapat melnjatuhkan 

sanksi administratif kelpada pihak yang te lrlibat dalam politik uang, se lpe lrti telguran 

atau pelmbatalan status se lbagai pelselrta pelmilu.46 Me lskipun Pe lrbawaslu Nomor 20 

Tahun 2018 te lntang Pelnce lgahan Pe llanggaran Dan Se lngke lta Prosels Pe lmilihan 

Umum tidak me lmuat sanksi pidana se lcara langsung, praktik politik uang yang 

 
43 Ibid, h.75. 
44 Ibid. 
45 Ibid, h.76. 
46 Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 20 Tahun 2018. 
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ditelmukan olelh Bawaslu dapat ditelruskan kel selntra Pe lnelgakan Hukum Te lrpadu 

(Gakkumdu) untuk diprose ls belrdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Te lntang Pelmilu. Dalam pasal telrse lbut, pellaku Monely Politic dapat 

dikelnai: 

• Pidana pelnjara 3 sampai 6 tahun, dan 

• De lnda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

4. Pengawasan 

Kata pelngawasan belrasal dari kata "awas", belrarti antara lain "pelnjagaan". 

Istilah pelngawasan dikelnal dalam ilmu manajelmeln dan ilmu administrasi yaitu 

se lbagai salah satu unsur dalam kelgiatan pelnge llolaan. Istilah pe lngawasan dalam 

bahasa Inggris diselbut controlling yang ditelrjelmahkan delngan istilah pelngawasan 

dan pe lnge lndalian, selhingga istilah controlling le lbih luas artinya dari pada 

pe lngawasan. Akan te ltapi di kalangan ahli atau sarjana tellah disamakan pe lnge lrtian 

controlling ini delngan pe lngawasan. Jadi pe lngawasan adalah telrmasuk 

pe lnge lndalian. Pe lnge lndalian belrasal dari kata “ke lndali”, selhingga pelnge lndalian 

melngandung arti melngarahkan, melmpe lrbaiki, ke lgiatan yang salah arah dan 

melluruskannya melnuju arah yang belnar.47 

Me lnurut Sujamto pe lngawasan adalah se lgala usaha atau ke lgiatan untuk 

melnge ltahui dan melnilai ke lnyataan yang selbe lnarnya melngelnai pellaksanaan tugas 

dan ke lgiatan, apakah selsuai delngan yang se lmelstinya atau tidak. Adapun batasan 

telntang pe lnge lndalian se lbagai selgala usaha atau ke lgiatan untuk melnjamin dan 

 
47 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung, Nusa Media, 2019), h. 101. 
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melngarahkan agar pelke lrjaan yang se ldang dilaksanakan dapat belrjalan delngan 

se lmelstinya. Jadi, baik pe lngawasan maupun pe lnge lndalian, ke ldua-duanya adalah 

be lrupa usaha atau kelgiatan.48 

Me lnurut Prayudi, pelngawasan adalah prosels ke lgiatan-ke lgiatan yang 

melmbandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau dise llelnggarakan itu 

de lngan apa yang dike lhe lndaki, direlncanakan, atau dipelrintahkan. Hasil 

pe lngawasan harus dapat me lnunjukkan sampai di mana telrdapat kelcocokan atau 

ke ltidakcocokan, dan apakah selbabse lbabnya. De lngan delmikian, pelngawasannya 

dapat belrsifat pelrtama politik bilamana yang me lnjadi ukuran atau sasaran adalah 

e lfelktivitas dan atau lelgitimasi, keldua yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah 

melne lgakkan yuridiksitas dan atau lelgalitas, ke ltiga elkonomis, bilamana yang 

melnjadi sasaran adalah elfisielnsi dan telknologi, kele lmpat moril dan susila, 

bilamana yang melnjadi sasaran atau tujuan adalah melnge ltahui keladaan 

moralitas.49 

Pe lngawasan pada dasarnya diarahkan selpe lnuhnya untuk melnghindari 

adanya ke lmungkinan pe lnye llelwe lngan atau pe lnyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. Me llalui pe lngawasan diharapkan dapat melmbantu mellaksanakan 

ke lbijakan yang te llah diteltapkan untuk me lncapai tujuan yang te llah dire lncanakan 

se lcara elfe lktif dan elfisieln. Bahkan, mellalui pelngawasan telrcipta suatu aktivitas 

yang be lrkaitan elrat delngan pe lnelntuan atau elvaluasi melnge lnai seljauh mana 

pe llaksanaan ke lrja sudah dilaksanakan. Pe lngawasan juga dapat melnde ltelksi seljauh 

 
48 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), 

h. 42. 
49 S. Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta , Ghalia 

Indonesia, 1995) h. 84. 
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mana kelbijakan pimpinan dijalankan dan sampai seljauh mana pelnyimpangan 

yang telrjadi dalam pellaksanaan kelrja telrse lbut.50 

Se lmelntara itu, dari se lgi Hukum Administrasi Nelgara, Pe lngawasan 

dimaknai selbagai prosels ke lgiatan yang melmbandingkan apa yang dijalankan, 

dilaksanakan, atau diselle lnggarakan itu delngan apa yang dike lhe lndaki, 

direlncanakan, atau dipelrintahkan.51 

Pe lngawasan melrupakan bidang kajian yang belrsifat multidisiplinelr, baik 

dalam pelrspe lktif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu e lkonomi, 

maupun kate lgori ilmu sosial lainnya. Pe lngawasan adalah suatu prosels di mana 

orang atau ke llompok orang atau organisasi me lne ltapkan, atau de lngan kata lain 

de lngan se lngaja melmelngaruhi bagaimana orang atau kellompok atau organisasi 

lain akan belrtindak. Pelngawasan dapat ditelrapkan pada ruang yang sangat khusus, 

misalnya pelngawasan yang dilakukan olelh se lorang atasan te lrhadap bawahannya 

untuk mellakukan suatu pe lke lrjaan telrtelntu. Se lbaliknya, pelngawasan dapat telrjadi 

pada ruang yang lelbih umum, misalnya melne ltapkan ke lbijakan organisasi atau 

tindakan yang akan dilakukan.52 

Dalam suatu pe lngawasan telrhadap dua unsur pokok yaitu implikasi dari 

pe lngawasan yang dapat be lrwujud: pragmatic dan symbolic. Implikasi yang 

be lrsifat pragmatic be lrkaitan delngan apa yang akan individu lakukan atau tidak 

 
50 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, h.171. 
51 Ibid, h.172. 
52 A’an Efendi Dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Jakarta, Sinar Grafika, 

2019), h.258. 
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lakukan. Implikasi pragmatic sangat pe lnting untuk me lngelndalikan individu dalam 

melnggunakan ke lkuasaan atau kelwe lnangannya.53 

Pe lngawasan dilaksanakan mellalui tahapan-tahapan kelgiatan se lbagai 

be lrikut: 

1. Planning Pada tahap planning pelrusahaan me lne ltapkan tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai dan targelt sasaran yang ingin dicapai dari tujuan-tujuan itu. 

2. Programming Pada tahap programming disusun program untuk melncapai 

tujuan yang direlncanakan, de lngan melmpe lrtimbangkan hambatan dari dalam 

dan dari luar pe lrusahaan. 

3. Re lsult chelcking Tahap re lsult chelcking melngukur apakah tiap unit pelrusahaan 

tellah melncapai atau tidak melncapai tujuan yang te llah direlncanakan. 

4. Shifting analysis Pada tahap shifting analysis me lmungkinkan telrjadinya 

pe lrgelse lran antara tujuan yang direlncanakan delngan hasil yang tellah dianalisis. 

5. Corre lctivel action imple lme lntation Tahap corre lctivel action implelme lntation 

adalah pelrintah untuk me lngoptimalkan tindakan unit-unit pelrusahaan telrhadap 

tujuan yang tellah direlncanakan.54 

Je lnis-jelnis pe lngawasan se lbagai belrikut: 

a. Ditinjau dari selgi sifatnya, telrdiri atas: pelngawasan yang belrsifat prelvelntif 

dan pe lngawasan yang be lrsifat relpre lsif. 

b. Dilihat dari selgi obyelk yang diawasi, te lrdiri atas pelngawasan yang 

be lrobyelk pe lraturan, dan pe lngawasan yang be lrobye lk ke lputusan. 

c. Dilihat dari se lgi pellaku yang me lngawasi, telrdiri atas: pelngawasan politik; 

pe lngawasan ole lh masyarakat; pe lngawasan intelrnal/administratif; 

pe lngawasan yuridis; pelngawasan olelh Ombudsman; dan indelpe lnde ln.55 

 

B. Penelitian Terdahulu  

Pada bagian ini, akan dibahas seljumlah pelne llitian telrdahulu yang rellelvan 

de lngan topik yang diangkat dalam pe lne llitian ini. Pe lne llitian-pelne llitian te lrselbut 

melmbe lrikan dasar pelmikiran yang pe lnting selrta wawasan yang be lrguna. Be lrbagai 

telmuan yang dipelrolelh olelh pe lne lliti se lbellumnya diantaranya se lbagai belrikut: 

 
53 Ibid, h.259. 
54 Ibid, h.263. 
55 Nina Jayanti, ‘Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi 

Politik Hukum’, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 7.2 (2022), 176–92.  
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1. Muhammad Ardan, Pe lran Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum Kota Pare lpare l 

Dalam Pe llaksanaan Pe lngawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota 

Pare lparel Tahun 2018), (2022), pada pe lnellitian ini melmbahas Pelran se lrta 

proseldur dalam pe llaksanaan pelngawasan partisipatif dan pe lngawasan 

partisipatif di tinjau dari siyasah syari’iyyah, Adapun pe lrbe ldaan pada 

pe lne llitian pe lnulis belrfokus pada Pe lncelgahan Mone ly Politic Olelh Bawaslu 

Pada Pe lmilu Tahun 2024 Be lrdasarkan Pe lraturan Badan Pe lngawas Pe lmilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pe lkanbaru. Sedangkan Persamaan dari 

kedua penelitian ini, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-

sama meneliti Bawaslu. 

2. Rizki Maharani, Praktik Monely Politik Pada Pelmilihan Kelpala De lsa Dalam 

Pe lrspelktif Siyasah Sar’iyah (Didelsa Kampung Mellayu Tahun 2023), (2024), 

pada pe lnellitian ini melmbahas praktik mone ly politik pada pe lmilihan kelpala 

de lsa kampung me llayu se lrta tinjauan siyasah sar’iyah telrhadap mone ly politik 

pada pelmilihan kelpala de lsa tahun 2023, Adapun pelrbe ldaan pada pelnellitian 

pe lnulis belrfokus pada Pe lncelgahan Mone ly Politic Olelh Bawaslu Pada Pe lmilu 

Tahun 2024 Be lrdasarkan Pe lraturan Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum 

Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pe lkanbaru. Sedangkan Persamaan dari kedua 

penelitian ini, sama-sama membahas Praktik Money Politic pada Pemilu. 

3. Riya indriyati, Pelran Bawaslu Dalam Pe lncelgahan Dan Pe lnindakan 

Pe llanggaran Pe lmilu Tahun 2019 (studi kasus bawaslu kota me ltro), (2022), 

pada pelne llitian ini melmbahas pe lran bawaslu dalam pelnce lgahan dan 

pe lnindakan pe llanggaran pe lmilu tahun 2019 dan faktor yang melndukung se lrta 
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pe lnghambat bawaslu dalam pelncelgahan dan pelnindakan pellanggaran pelmilu, 

Adapun pe lrbe ldaan pada pe lne llitian pe lnulis belrfokus pada Pe lnce lgahan Mone ly 

Politic Ole lh Bawaslu Pada Pe lmilu Tahun 2024 Be lrdasarkan Pe lraturan Badan 

Pe lngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pelkanbaru. 

Sedangkan Persamaan dari kedua penelitian ini, sama-sama membahas 

pencegahan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Je lnis pelne llitian yang digunakan dalam pelne llitian ini adalah pelne llitian 

hukum sosiologis (elmpiris), pelne llitian ini melrupakan pelne llitian lapangan yang 

mana hasilnya dipelrolelh be lrdasarkan wawancara. Pe lne llitian hukum elmpiris, yaitu 

pe lne llitian yang melngkaji pellaksanaan hukum dalam praktik, e lfelktivitas hukum, 

dan atau pelne lrapan hukum di te lngah masyarakat.56 

B. Pendekatan Penelitian 

Pe lnde lkatan pe lne llitian yang dipilih adalah pelnde lkatan kualitatif delskriptif, 

yakni suatu proseldur pe lne llitian yang melnghasilkan data-data yang be lrsifat 

de lskriptif dalam belntuk kata-kata telrtulis atau lisan dari orang-orang atau pe lrilaku 

yang diamati.57 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelne llitian ini dilakukan di Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum 

(Bawaslu) Kota Pelkanbaru yang be lralamat di JL. Puyuh No.02 Ke ll.Kampung 

Me llayu, Ke lc. Sukajadi. Adapun alasan pelnulis mellakukan pelne llitian pada 

Bawaslu Kota Pe lkanbaru ialah karelna adanya masalah telntang Pe lnce lgahan monely 

politic olelh Bawaslu Pada Pelmilu Tahun 2024 Be lrdasarkan  Pelraturan Badan 

Pe lngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pe lkanbaru. 

 

 
56 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Depok, PT 

Raja Grafindo Persada, 2019) h.236. 
57 Muhammad Syahrum, Pengantar metodologi penelitian hukum, (Bengkalis-riau, 

DOTPLUS Publisher, 2022) h.4. 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini. memiliki 

pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam pe lne llitian 

kualitatif posisi informan sangat pelnting, informan melrupakan tumpuan 

pe lngumpulan data bagi pe lne lliti dalam melngungkap pelrmasalahan pelne llitian. Ada 

tiga jenis informan yaitu pertama Informan kunci melrupakan melrelka yang 

melnge ltahui dan melmiliki belrbagai informasi pokok yang dipelrlukan dalam 

pe lne llitian. kedua Informan utama melrupakan melre lka yang telrlibat langsung 

dalam intelraksi sosial yang ditelliti. Ketiga Infroman tambahan melrupakan melre lka 

yang dapat melmbe lrikan informasi walaupun tidak langsung telrlibat dalam 

intelraksi sosial yang ditelliti.58 

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru. 

Kemudian informan utama Anggota Penanganan Pelanggaran, Data Dan 

Informasi, dan Anggota Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan 

Masyarakat sebagai informan tambahan. 

Table III.1 

Informan Penelitian 

No Jenis Informan  Nama Jabatan  

1 
Informan kunci Fe lrdy, S.IP Ke ltua Bawaslu Kota Pelkanbaru 

2 
Informan utama Raja Inal Dalimunthel, 

S.H 

 

Anggota Pe lnangan 

Pe llanggaran, Data dan 

Informasi 

3 
Informan tambahan Re lni Purba, S.Pd 

 

Anggota Pe lnce lgahan, 

Partisipasi Masyarakat dan 

Hubungan Masyarakat 

Jumlah 3 

Sumbe lr: Data Olahan Pelnulis 2025 
 

58 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sulawesi Selatan, Ahmar Cendikia Indonesia, 

2019), h.75. 
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E. Sumber Data 

1. Sumbe lr Data Prime lr 

Data primelr adalah data yang dipe lrolelh langsung mellalui wawancara 

dan/atau surveli di lapangan.59 Dalam pe lne llitian ini sumbe lr primelrnya hasil 

wawancara langsung delngan Ke ltua Bawaslu Pe lkanbaru Dan Anggota Bawaslu 

Pe lkanbaru . 

2. Sumbe lr Data Se lkunde lr 

Data selkunde lr adalah data yang dipelrolelh mellalui bahan Pustaka.60 Dalam 

pe lne llitian ini data selkunde lr yang di gunakan ialah buku-buku telntang hukum, 

jurnal hukum dan pe lraturan Badan Pe lngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 

2018. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Obse lrvasi 

Obse lrvasi atau pelngumpulan data adalah tahapan pe lne llitian yang 

dilakukan se ltellah pe lnelliti melmbangun pe lmahaman telntang kontribusi pe lne llitian 

dan melnjellaskan telntang dukungan litelratur pada aspelk pe lne llitian yang diamati.61 

Adapun hal-hal yang pelnulis amati pada pelne llitian ini adalah Pe lncelgahan Monely 

Politic Ole lh Bawaslu Pada Pelmilu Tahun 2024 Be lrdasarkan Pelraturan Badan 

Pe lngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pe lkanbaru. 

 

 

 
59 Zainuddin ali,  metode penelitian hukum, (jakarta, sinar grafika, 2009), h.23. 
60 Ibid., h.23. 
61 Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data, (Yogyakarta, 

ANDI, 2018), Cet, Ke-1, h.31. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah meltode l yang di gunakan untuk melncari dara primelr, 

wawancara di lakukan ke ltika pelne lliti ingin melnggali lelbih dalam melngelnai sikap, 

ke lyakinan, pe lrilaku, atau pe lngalaman dari relsponde ln telrhadap felnome lna sosial.62 

Pada pelne llitian ini pelnulis mellakukan wawancara kelpada Koordinator Divisi 

Pe lnanganan Pe llanggaran, Data dan Informasi, selrta Koordinator Divisi 

Pe lnce lgahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. 

3. Dokume lntasi 

Dokume lntasi adalah ke lgiatan pe lngumpulan data delngan me llakukan 

pe lncarian dokumeln-dokumeln se lsuai de lngan masalah pelne lliti. Dokumeln telrselbut 

be lrbelntuk telrlutis, hasil rapat, gambar, foto.63 

4. Studi Pustaka 

Studi kelpustakaan adalah meltodel pe lne llitian yang mellibatkan analisis, 

pe lne llaahan, dan sintelsis telrhadap lite lratur atau tulisan-tulisan yang be lrkaitan 

de lngan topik telrtelntu.64 

G. Teknik Analisis Data 

Te lknik analisis data melrupakan meltodel dalam melmprosels data melnjadi 

informasi. Dalam pelne llitian ini pe lne lliti melnggunakan telknik analisis de lskriptif. 

Analisis delskriptif adalah jelnis analisis data yang tellah dipe lrolelh dan disusun 

se lcara sistelmatis. Sellanjutnya dianalisis dan diuraikan selcara delskriptif kualitatif. 

Adapun analisis data me lnggunakan Me ltodel De lskriptif, yaitu me lnggambarkan 

 
62 Ibid, h.53. 
63 Nizamuddin, et.al., Metodologi penelitian : kajian teoritis dan praktis bagi mahasiswa, 

(Riau, DOTPLUS PUBLISHER, 2021), h.184. 
64 Mahlil Adriaman, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Sumatera Barat, 

Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h.164. 
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se lcara telpat dan be lnar masalah yang dibahas se lsuai delngan data-data yang 

dipelrolelh, ke lmudian dianalisa selhingga dapat ditarik kelsimpulannya.65 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun siste lmatika pelnulisan dalam pe lne llitian ini be lrpeldoman pada buku 

panduan pelnulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. De lngan siste lmatika 

se lbagai belrikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini melmuat Latar Bellakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Pe lnellitian, Kelgunaan 

Pe lne llitian, Me ltodel Pe lne llitian, Dan Sistelmatika Pe lne llitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini melnguraikan telntang kajian teloritis dan pelne llitian 

telrdahulu. Adapun rangkaian ke lrangka teloritis melliputi 

Ke lle lmbagaan, Pe lnce lgahan, Monely Politic, dan Pe lngawasan.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pe lnjellasan pada bab ini telntang Je lnis Pe lne llitian, Lokasi 

Pe lne llitian, Populasi Dan Se lmpell Pe lne llitian, Subjelk Dan Objelk 

Pe lne llitian, Sumbe lr Data, Te lknik Pe lngumpulan Data, Analisis 

Data. 

 

 

 
65 Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021), 

h.14. 
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BAB IV  : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan dije llaskan me lnge lnai Pe lnce lgahan Monely 

Politic Olelh Bawaslu Pada Pe lmilu Tahun 2024 Be lrdasarkan 

Pe lraturan Badan Pelngawas Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 

2018 Di Kota Pe lkanbaru. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini pelnulis me lnguraikan ke lsimpulan dan saran yang 

dipelrolelh dari uraian pada bab selbe llumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be lrdasarkan hasil pelne llitian dan Pelmbahasan Pe lncelgahan Monely Politic 

Ole lh Bawaslu Pada Pelmilu Tahun 2024 Be lrdasarkan Pelraturan Badan Pe lngawas 

Pe lmilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pe lkanbaru, se lbagai belrikut: 

1. Pe lnce lgahan Monely Politic Olelh Bawaslu Pada Pelmilu Tahun 2024 hanya 

telrlaksana dalam Pasal 4 huruf (a) “me lngide lntifikasi dan me lme ltakan potelnsi 

ke lrawanan pe lmilu”, Pasal 4 huruf (c) “belrkoordinasi de lngan 

ke lme lntelrian/lelmbaga te lrkait atau pe lme lrintahan dae lrah”, Pasal 4 huruf (d) 

“me lningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe lngawasan Pe lmilu”, Namun 

Pada Pasal 4 huruf (b) “me lngkoordinasi, me lnyupe lrvisi, me lmbimbing, 

me lmantau, dan me lnge lvaluasi pe lnyelle lnggaraan Pe lmilu” masih kurang 

telrlaksana ole lh Bawaslu Kota Pe lkanbaru. 

2. Faktor pelnghambat Bawaslu Kota Pe lkanbaru dalam Pe lncelgahan Monely 

Politic pada Pasal 4 huruf (b) “me lngkoordinasi, me lnyupelrvisi, melmbimbing, 

me lmantau, dan me lnge lvaluasi pe lnye llelnggaraan Pe lmilu” me lnghadapi 

be lrbagai hambatan yang cukup signifikan dalam melncelgah praktik politik 

uang selcara maksimal. Faktor-faktor pelnghambat telrselbut antara lain: 

keterbatasan waktu antara tahapan pemilu dengan proses evaluasi, masalah 

anggaran yang menjadi kendala besar karena dana yang tersedia belum cukup 

untuk mendukung seluruh kegiatan pelaksanaan pencegahan secara maksimal, 

dan keterbatasan jumlah pe lngawas pemilu tidak sebanding dengan luas 
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wilayah pengawasan di Kota Pekanbaru dan banyaknya TPS yang diawasi dan 

sulitnya pembuktian unsur hukum praktik Money Politic menjadi tantangan 

besar bagi Bawaslu, sehingga banyak dugaan pelanggaran tidak dapat 

ditindaklanjuti meskipun secara nyata terjadi di lapangan. 

B. Saran 

Se lsuai delngan kelsimpulan di atas pe lnulis melnyampaikan be lbe lrapa saran 

se lbagai belrikut: 

1. Untuk pihak bawaslu kota pelkanbaru diharapkan dapat me lmpelrkuat intelnsitas 

pe lncelgahan dan me lmpe lrelrat koordinasi delngan se lluruh jajarannya dalam 

upaya pe lncelgahan praktik politik uang se llama pe lnye llelnggaraan pe lmilu selcara 

melrata di selluruh wilayah Kota Pe lkanbaru agar eldukasi telrkait bahaya Mone ly 

Politic dapat melnjangkau se lmua warga. 

2. Untuk masyarakat kota pelkanbaru diimbau untuk melningkatkan kelsadaran 

akan pelntingnya pelmilu yang be lrsih selrta turut aktif telrlibat dalam 

pe lncelgahan telrhadap potelnsi praktik politik uang melnjellang pellaksanaan 

pe lmilu di dae lrahnya. 

3. Se lrta buat pe lnulis selndiri, selmoga skripsi yang ditulis dapat melnambah 

pe lnge ltahuan dan wawasan selrta dapat diamalkan dan belrguna bagi para 

pe lmbaca
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Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru 

 



 

 
  

 

Wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan 

Hubungan Masyarakat, Ibu Reni Purba, S.Pd 

 

Wawancara dengan Koordinator Divisi penanganan pelanggaran, data dan 

informasi Bapak Raja Inal Dalimunthe, S.H 







Nomor :       26/HM.02.04/RA-11/07/2025 Pekanbaru, 3 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal :  Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat  Dekan Fakultas  Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif  Kasim  Riau Nomor  :Un.04/F.I/PP.00.9/471/2025 tentang  Permohonan  Izin  Riset,  Kami

Bawaslu Kota Pekanbaru dengan ini memberikan izin Riset kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sandra Hastuti Eka Rizali

No. Mahasiswa : 12120724072

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi : Jurusan Ilmu Hukum

Judul : “Pencegahan  Money  Politic  Oleh  Bawaslu  Pada  Pemilu

Tahun  2024  Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pegawas

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru”.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Koordinator Sekretariat

${ttd}

Angga  Pratama

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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SURAT KETERANGAN
Nomor :  25/HM.02.04/RA-11/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANGGA PRATAMA, SH
NIP : 19900901 201902 1 001
Jabatan :  Koordinator Sekretariat

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Sandra Hastuti Eka Rizali
NIM : 12120724072
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan : Jurusan Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah Melakukan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru,

dengan Judul penelitian ‘’Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota

Pekanbaru.’’ 

Demikian  surat  keterangan  ini  dibuat  agar  dapat  dipergunakan  sebagaimana

mestinya.

Pekanbaru, 11 Juli 2025
Koordinator Sekretariat,

${ttd}

Angga Pratama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

